KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 13/8B/2025

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANANAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang

m

bahwa scbagai pelaksanan ketentuan Pasal 194 Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, Gubernur telah menyampaikan Nota

Pengantar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Rapat Paripurna

tanggal 11 Juli 2025;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
huruf a diatas, telah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah bersama Kepala Daerah sesuai tahapan dan
mekanisme pembahasan yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat

tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat

Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran WNegara
Republik Indonesia Nomor 3851};

2., Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomot 17 Tahun 2022 tentang Provinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Nepera Republik
Indonesia Nomor 6806);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomeor 171, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomer 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165];

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Nepara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6322);
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Memperhatikan

MENETAPEAN
KESATU

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor BO);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun
2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2023
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan dalam
Rapat Kerja Pembahasan Akhir Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan AFPBD
Tahun 2024 Tanggal 11 Juli 2025;

2. Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang
disampaikan dalam Rapat Paripurna Pengambilan
Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
2024 Tanggal 11 Juli 2025.

MEMUTUSKAN

Menyetujui Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang
Pertangpungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran
2024 sebagaimana terlampir, yang memuat :

Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Neraca;

Laporan Operasional;

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas; dan

Catalan atas Laporan Keuangan.
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Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
beserta lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan Nota Persetujuan Bersama antara
CGubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah
tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2024.

Paling lambat 3 (tiga) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah
tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2024 disepakati oleh Gubernur dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat,
disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakulan
evaliasi.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan imi
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 11 Juli 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA B
'\ WAKIL KETUA,




MPIRAN : KEPUTUSAN DPRD NOMOR:  /SB/2025 TENTANG PERSETUJUAN

DPRD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2024

1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan rincian sebagai

berikut :
a. Pendapatan Rp. 6,482,418,683,405,20
b. Belanja Rp. 6,524,664,745,123,96
c. Surplus/Defisit Rp. (42,246,061,718,76)
d. Pembiayaan
1) Penerimaan Rp. 179,981,015,714,19
2) Pengeluaran Rp.  20.000.000.000,00
3] Pembiayaan Netto Rp. 159.981.015.714,19

4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA] Rp. 117.734.953.995,43

. Uraian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2024 sebagai berikut :

a.

Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejutnlah
Rp. (374.875.469.114,80) dengan rincian sebagai berikut :

1} Anggaran Pendapatan Setelah Rp. 6.857.294.152.520,00
Perubahan

2) Realisasi Rp. 6.482.418.683.405,20

Selisih Rp. (374.875.469.114,80)

. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah

Rp. 493.076.951.821,23 dengan rincian sebagai berikut :

1) Anggaran Belanja Setelah Rp. 7.017.741.696.945,19
Perubahan

2] Realisasi Ep. 6.524.664.745.123,96

Selisih Rp. 493.076.951.821,23

Selisih  Anpgaran  dengan  Realisasi  Surplus/Defisit sejumlah
Rp. 118.201.482.706,43 dengan rincian sebagai berikut :

1) Surplus/Defisit Setelah Perubahan Rp. (160.447.544.425,19)
2) Realisasi Bp. (42.246.061.718.76)
Selisih Ep. 118.201.482.706,43

Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah
(Rp. 466.528.711,00) dengan rincian sebagai berikut :

1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan Ep. 180447.544.425,19
Setelah Perubahan

2) Realisasi Rp. 179.981.015.714,19

Selisih Rp. (466.528.711,00)

. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah

Ep. 0,00 dengan rincian sebagai berikut ;

1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Rp.  20.000.000.000,00
Setelah Perubahan

2] Realizasi Ep. 20.000.000.000,00

Selisih Rp. 0,00

Selisih  Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah
Rp. (466,528.711,00) dengan rincian sebagai berikut :

1) Anggaran Pembiayaan Netto Rp. 160.447.544.425,19
Betelah Perubahan

2) Realisasi R 981.015.714,19

Belisih Rp. (466.528.711,00)



a. Saldo Anggaran Lebih Awal

b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan
Pembiayaan Berjalan

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan
Anggaran (SILPA/SIKPA)

d. Koreksi Kesalahan Pembukuaan
Tahun Sebelumnya

e. Lain-Lain

f. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Pendapatan LO

Beban

Surplus/Defisit Operasional
Surplus/Defisit Non Operasional
Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit LO

meap TR

i Neraca dengan rincian sebagai berikut :

a. Jumlah Asset
b. Jumlah Kewajiban
c. Jumlah Ekuitas

4, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dengan rincian sebagai berikut :

Rp. 180.447.544.425,19

Rp. (179.981.015.714,19)
Rp. 117.734.953.995,43

Rp. (466.528.711,00)
Rp.

Rp. 117.734.953.995,43

. Laporan Operasional per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

Rp. 6.555.449,374.755,36
Rp. 6.416.330.436.191,24

Rp. 139.118.938.564,12
Rp.  (8.169.225.401,44)
Rp. -

Rp. 130.949.713.162,68

Rp.12.360.751.333.086,70
Rp. 563.800.368.534.50
Rp.11.796.950.964.552,20

Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember

Tahun 2024 sebagai berikut :

Arus Kas dari Aktifitas Operasi

. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktifitas Transitoris

. Kenaikan /Penurunan Kas

Saldo Awal Kas Daerah 1 Januari 2024
Saldo Kas Daerah akhir 31 Desember 2024

o Lo op

Desember Tahun 2024, sebagai berikut :
Ekuitas Awal

b. Surplus/Defisit LO

c. Korelksi Ekuitas

d. Ekuitas akhir

Rp. 722.675.074.275,59
Rp. (784.921.135.994,35)
Rp. (466.528.711,00)
Rp. (62.712.590.429,76)
Rp.  180.447.544.425,19
Ep. 117.734.953.995,43

; Lapnran Perubahan Elkuitas untuk tahun vang berakhir sampai dengan 31

Rp. 11.698.383.180.031,40
Rp. 130.949.713.162,68
Rp. (32.381.928.641,89)
Rp. 11.796.950.964.552,20

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAE
PROVINSI SUMATERA BARAT
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